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Abstract

E-Government as an effort to increase taxpayer compliance and convenience in reporting SPTPD
and minimize contact between tax officials and taxpayers in paying taxes, the Regional Revenue
Agency for Denpasar City has provided online tax reporting and online tax payment facilities to
taxpayers based on Denpasar Mayor Regulations. Number 16 of 2016 concerning Online System for
Payment and Transaction Reporting of Hotel Tax, Restaurant Tax and Entertainment Tax, City of
Denpasar. The online tax payment system has been implemented since 2016 until now, by accessing
the website www.simpadadenpasarkota.go.id. Taxpayers can report their SPTPD and pay their taxes
anytime and from anywhere. The problem in this study is that there are still hotel taxpayers who
experience delays in paying and reporting hotel taxes due to getting signatures from hotel owners
and also caused by funds that should be used for tax payments but are used for operational funds for
the hotel. The research method used in this study is a qualitative research method. In this study,
research results were obtained which showed that reporting and payment of hotel taxes in Denpasar
City by implementing an online system could work well, but it was still not maximally caused by
several inhibiting factors in implementing E-Government in the process of paying hotel taxes in
Denpasar city. . Meanwhile, the inhibiting factors for the implementation of E-Government in online
hotel tax payments in Denpasar City are (1) not all employees of the Regional Revenue Agency for
Denpasar City understand and master the use of online tax reporting and payment systems; (2) the
socialization of the online tax system has not been implemented optimally and sustainably; (3) lack
of compliance and awareness of taxpayers in paying taxes.o less important is the readiness of other
employees besides teachers, also determines school success.
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Abstrak

E-Government sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan kemudahan wajib pajak dalam
melaporkan SPTPD dan meminimalisir kontak antara petugas pajak dan Wajib Pajak dalam
pembayaran pajak, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah menyediakan fasilitas pelaporan
SPTPD dan pembayaran pajak secara online kepada Wajib Pajak berdasarkan pada Peraturan
Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Online System Pembayaran dan Pelaporan
Transaksi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Kota Denpasar. Sistem pembayaran pajak
secara online tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai sekarang, dengan mengakses
website www.simpadadenpasarkota.go.id. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTPD-nya dan membayar
pajaknya kapan saja dan dari mana saja. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih
terdapat wajib pajak hotel yang mengalami keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak hotel
dikarenakan dalam mendapatkan tanda tangan dari pemilik hotel dan juga disebabkan oleh dana yang
seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak namun digunakan untuk dana operasional untuk
hotel tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian
kualitatif . Pada penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaporan dan
pembayaran pajak hotel di Kota Denpasar dengan menerapkan sistem online dapat dengan baik
namun masih belum secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penghambat
dalam penerapan E-Government pada proses pembayaran pajak hotel di kota denpasar. Sedangkan
yang menjadi faktor penghambat implementasi E-Government dalam pembayaran pajak Hotel secara
online di Kota Denpasar, yaitu (1) tidak semua pegawai badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
memahami serta menguasai penggunaan sistem pelaopran dan pembayaran pajak secara online; (2)
sosialisasi sistem pajak online belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan; (3) minimnya
kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak

Kata Kunci: Implemetansi, E-Government, Pajak Hotel Online

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan informasi yang sangat
pesat dewasa ini membuat eksistensi negara-negara di dunia seolah tanpa sekat.
Fenomena global seperti ini menuntut tiap-tiap negara untuk beradaptasi agar dapat
keluar dari ketertinggalan. Untuk memenuhi tuntutan jaman yang penuh dinamika
dan perubahan, diperlukan usaha proaktif merespon informasi global. Salah satu
upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah secara aktif mengambil bagian
dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya pada
bidang administrasi publik. E-Government merupakan salah satu wujud pemanfaatan
TIK oleh pemerintah, dalam pengembangan dan pemanfaatannya harus konsisten

untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, produktif, serta akuntabel.
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E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan
pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan
publik secara efektif dan efisien. dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government. Proses
transformasi menuju e-Government, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan
pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat
organisasi birokrasi. Kemudian membentuk jaringan sistem manajemen dan proses
kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu, untuk
menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik. Pengembangan e-
Government di daerah mulai menunjukkan hasil sejak dikeluarkannya Instruksi
Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Dengan kehadiran Inpres tersebut banyak
bermunculan website pemerintah yang biasanya dicirikan oleh akhiran go.id.
Penerapan e-Government dengan pemanfaatan teknologi informasi di Pemerintah
Kota Denpasar telah dimulai sejak tahun 2011, yaitu dengan dibangunnya portal
(website) yang menggunakan alamat situs http://www.denpasarkota.go.id. Tetapi
dalam pelaksanaan penerapan e-Government tersebut masih sebatas sebagai penyedia
akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan pada umumnya masih bersifat
satu arah. Penerapan e-Government ke arah yang lebih baik, dimungkinkan terjadinya
komunikasi dua arah yang lebih efektif dan efisien. Teknik komunikasi tersebut
diimplementasikan Pemerintah Kota Denpasar dalam bidang perpajakan, salah
satunya melalui penerapan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
dan pembayaran pajak secara online.

Pajak sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk
mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan
yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah
adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran daerah. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya

secara efektif dan efisien tanpa adanya biaya yang cukup untuk memberikan
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pelayanan kepada publik dan melaksanakan program pembangunan. Dengan
ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang
luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan
pembangunan daerah yang berasal dari PAD, khususnya yang bersumber dari pajak
daerah perlu ditingkatkan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Denpasar
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Online System Pembayaran dan Pelaporan Transaksi
Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Kota Denpasar sudah menerapkan
pembayaran dan pelaporan transaksi pajak secara online. Kemudian dipertegas
kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 18 Tahun
2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah berkenaan dengan pemungutan, pelaporan
pajak secara online.

Pajak hotel di Kota Denpasar mengalami peningkatan, Namun dalam proses
pelaporan pajak dan pembayaran masih terdapat wajib pajak yang mengalami
keterlambatan dari tahun 2021 hingga tahun 2022, dengan tingkat persentase
kepatuhan pelaporan pajak tahun 2021 sebesar 72.38 % sedangkan pada tahun 2022
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak sebesar 73.68 %.
Begitu juga dengan tingkat kepatuhan pembayaran wajib pajak hotel di Kota
Denpasar pada tahun 2021 sebesar 66.38 %, Sedangkan tingkat kepatuhan
pembayaran pada tahun 2022 sebesar 68.72 %. Pajak Hotel di Kota Denpasar dalam
proses pembayaran dan pelaporan pajak mengalami berbagai permasalahan yakni
masih terdapat wajib pajak hotel yang mengalami keterlambatan pembayaran dan
pelaporan pajak hal ini disebabkan oleh keterlambatan hotel terkait dalam
mendapatkan tanda tangan dari pemilik hotel dan juga disebabkan oleh dana yang
seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak namun digunakan untuk dana

operasional untuk hotel tersebut.
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B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai upaya mendapatkan
keterangan yang jelas tentang berbagai hal terkait dengan jenis pungutan tersebut.
Sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara
holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan
demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data, tetapi
deskripsi tersebut merupakan hasil dari pengumpulan data yang sahih sesuai tuntutan

penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, studi dokumen, dan triangulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan E-Government Pembayaran Pajak Hotel secara Online
di Kota Denpasar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Bila dianalisis implementasi kebijakan e-Government pembayaran pajak hotel
secara online pada Pemerintah Kota Denpasar dengan teori implementasi kebijakan
menurut Merilee S. Grindle yang meliputi isi kebijakan dan lingkungan kebijakan
dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Isi kebijakan, terdiri atas :
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah
Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan
diimplementasikannya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2016
tentang Sistem Online Pajak Daerah adalah semua pihak, mulai dari
Pemerintah Kota Denpasar sendiri yang mengeluarkan kebijakan tersebut,
serta masyarakat Kota Denpasar secara umum sebagai wajib pajak yang harus

mentaati aturan perpajakan yang berlaku.
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Dengan demikian, semua pihak dipengaruhi dengan diimplementasikannya
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Online
Pajak Daerah. Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah
berkomitmen mengimplementasikan e-Government ini serta masyarakat Kota
Denpasar juga wajib melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya
peningkatan pemanfaatan sistem secara online dari tahun ke tahun.

. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
Implementasi e-Government pada Pemerintah Kota Denpasar merupakan
tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi di atasnya, tentu berdasarkan
kajian dari pemerintah pusat. Apalagi dengan era digitalisasi yang semakin
mengemuka, tentu juga merupakan faktor pendorong implementasi dari e-
Government ini di daerah terutama di Pemerintah Kota Denpasar. Dengan
diimplementasikannya e-Government pada Pemerintah Kota Denpasar
diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi Pemerintah
Kota Denpasar sendiri melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar,
demikian pula dengan masyarakat Kota Denpasar selaku wajib pajak. Manfaat
dari diimplementasikannya e-Government pada Pemerintah Kota Denpasar,
meliputi efektivitas, efisiensi, mudah, cepat, serta bisa diakses oleh wajib
pajak di manapun mereka berada untuk melaporkan e-SPTPD dan membayar
pajaknya asalkan terdapat jaringan internetnya.
Derajat perubahan yang diinginkan.
Derajat perubahan yang diinginkan dalam implementasi e-Government pada
Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah, yaitu kepatuhan
semua pihak untuk mengimplementasikannya. Sebelum
diimplementasikannya kebijakan e-Government ini diadakan sosialisasi
kepada masyarakat Kota Denpasar secara terjadwal, terencana, dan secara
massif oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, baik melalui sosialisasi

langsung secara tatap muka maupun melalui media massa maupun media
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online, supaya kebijakan ini segera dapat diimplementasikan dan dilaksanakan
olen masyarakat, karena pemerintah dan masyarakat semakin dimudahkan
dengan penerapan kebijakan ini secara online.Dengan diterapkannya sistem
secara online, dari tahun ke tahun pelaporan e-SPTPD dan pembayaran pajak
secara online semakin meningkat. Dengan demikian derajat perubahan yang
diinginkan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar dalam implementasi e-Government berkaitan dengan
kewajiban dan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan harapan.

Kedudukan pembuat kebijakan.

Implementasi e-Government pada Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Online
Pajak Daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis pada
Pemerintah Kota Denpasar. Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis
mengimplementasikan sistem online ini adalah Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar. Hal ini sesuai dengan penetapan peraturan perundang-
undangan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, yaitu : Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12
Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli,
Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah
Sakit Umum Daerah. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan.

Siapa pelaksana program.

Sesuai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja perangkat daerah dan uraian tugas badan daerah yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Kota Denpasar baik berupa Peraturan Daerah Kota Denpasar
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maupun berupa Peraturan Walikota Denpasar, berkaitan dengan pelaksanaan
implementasi e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah dan pembayaran pajak secara online pada Pemerintah Kota
Denpasar  dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah  Kota
Denpasar.Dengan demikian pelaksana dari program pelaporan SPTPD dan
pembayaran pajak secara online dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar.

Sumber daya yang dikerahkan.

Dalam implementasi e-Government pada Pemerintah Kota Denpasar yang
dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan
mengerahkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimiliki baik
berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan.
Sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, jumlah
pejabat struktural sebanyak 18 orang dan yang sudah terisi sebanyak 16
jabatan, dan 2 jabatan masih belum terisi. Dilihat dari eselonnya, meliputi : 1
orang pejabat eselon 1lb, 1 orang pejabat eselon Illa, 3 orang pejabat eselon
I11b, 10 orang pejabat eselon 1Va, dan 1 orang pejabat eselon 1\VVb. Dilihat dari
jenis kelamin pegawai, meliputi : laki-laki berjumlah 61 orang dan perempuan
berjumlah 26 orang. Dilihat dari status kepegawaian dan jenjang pendidikan
pegawai, meliputi : PNS dengan jenjang pendidikan SMP sebanyak 1 orang,
SMA/SMK sebanyak 20 orang, D3 sebanyak 1 orang, D4/S1 sebanyak 56
orang, dan S2 sebanyak 9 orang.Dilihat dari distribusi pegawai, meliputi :
Sekretariat sebanyak 23 pegawai, Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah sebanyak 18 pegawai, Bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah sebanyak 21 pegawai, Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebanyak 17
orang, dan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 8 orang. Selain sumber
daya manusia, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar juga didukung
dengan sarana dan prasarana pendukung di dalam menjalankan tugas teknis

yang menjadi urusan dan tanggung jawabnya.
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Sarana dan prasarana merupakan alat yang digunakan untuk melancarkan atau
memudahkan dalam melaksanakan tugas. Adapun sarana dan prasarana yang
terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar meliputi alat angkut
berupa kendaraan bermotor roda dua sebanyak 42 unit, dan roda empat
sebanyak 12 unit, alat kantor dan rumah tangga sebanyak 1.062 buah/unit.
Dilihat pembiayaan pada pelaksanaan implementasi pelaporan SPTPD dan
pembayaran pajak secara online ini ditetapkan dalam APBD Pemerintah Kota
Denpasar pada DPA Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar setiap
tahunnya. Dengan demikian, keadaan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, serta pembiayaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
dapat dikatakan cukup memadai baik dari kualitas dan kuantitasnya untuk
melaksanakan sistem online pajak daerah ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Lingkungan kebijakan, terdiri dari :
a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

Dalam penyusunan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2016
tentang Sistem Online Pajak Daerah hingga ditetapkan dan diberlakukannya
perlu mendapat dukungan semua pihak, baik pemerintah selaku eksekutif,
DPRD Kota Denpasar selaku legislatif, serta stakeholder lainnya baik peran
pengusaha/swasta maupun masyarakat Kota Denpasar secara umum. Dengan
keterlibatan semua unsur/semua pihak, diharapkan peraturan yang dihasilkan
akan dapat mengakomodir semua kepentingan dan dapat diimplementasikan
dengan baik di lapangan. Dengan diterapkannya sistem pajak daerah secara
online dari tahun ke tahun kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPTPD
dan pembayaran pajak secara online semakin meningkat. Hal ini
membuktikan bahwa kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
dalam pembuatan peraturan sistem pajak daerah secara online serta
implementasinya sudah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan
semua pihak, karena lebih efektif, efisien, mudah, dan cepat.
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b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
Implementasi e-Government pada Pemerintah Kota Denpasar, sudah berjalan
dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran wajib pajak
dalam pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak secara online dari tahun ke
tahun. Hal ini membuktikan bahwa karakteristik lembaga dan penguasa
dalam mengimplementasikan e-Government sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang didukung oleh komitmen Pemerintah
Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, juga atas
dukungan dan peran serta aktif masyarakat Kota Denpasar selaku wajib pajak.
c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Dalam mengimplementasikan pada Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah
Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar harus
memperhatikan faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan e-
Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan
pembayaran pajak secara online pada Pemerintah Kota Denpasar. Yang sudah
baik supaya lebih ditingkatkan lagi, dan yang masih kurang supaya
dilaksanakan pembenahan/perbaikan, sehingga dapat memberikan pelayaan
publik yang prima berkaitan dengan pelayanan secara online, dengan harapan
pelayanan dapat lebih efektif, efisien, mudah, dan cepat, serta dapat diakses
dari mana saja. Dengan demikian dari paparan di atas, bahwa implementasi e-
Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan
pembayaran pajak hotel pada Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan isi
kebijakan dan lingkungan kebijakan teori Merilee S. Grindle sudah
terimplementasi dengan diterapkannya sistem online pajak daerah melalui
SIMPADA, dengan terjadinya peningkatan pelaporan SPTPD dan pembayarn
pajak secara online dari tahun ke tahun oleh wajib pajak.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan E-Government Pembayaran Pajak

Hotel secara Online di Kota Denpasar pada Badan Pendapatan Daerah Kota

Denpasar
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Faktor-faktor penghambat implementasi e-Government dalam proses
pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pada Pemerintah Kota
Denpasar sesuai hasil penelitian meliputi : sumber daya manusia, sosialisasi,
pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, serta jaringan internet.

Dalam implementasi e-Government pada Pemerintah Kota Denpasar tentu
terdapat faktor penghambat implementasi e-Government dalam proses pelaporan
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pembayaran pajak hotel pada
Pemerintah Kota Denpasar. Faktor-faktor penghambat implementasi e-Government
pada Pemerintah Kota Denpasar berasal dari internal OPD teknis yang menangani
yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar maupun berasal dari eksternal OPD
teknis yaitu masyarakat Kota Denpasar selaku wajib pajak.

1.  Communication (komunikasi).

Komunikasi ~ merupakan  faktor  penting dan  diperlukan  dalam
mengimplementasikan kebijakan E-Government berdasarkan Peraturan Walikota
Denpasar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah. Dalam
implementasinya, komunikasi sudah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dengan
adanya peningkatan prosentase wajib pajak yang melaporkan pajaknya secara online
dari tahun ke tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara Pemerintah Daerah Kota
Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sudah dijalin dengan
stakeholder baik internal maupun eksternal. Komunikasi internal di jajaran Badan
Pendapatan Daerah Kota Denpasar harus dibangun terlebih dahulu, baik antara staf
bawahan, antara sesama pejabat struktural maupun fungsional, maupun antara staf
dengan pimpinan, sehingga pengimplementasian e-Government dapat berjalan
dengan baik, dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
Terjalinnya komunikasi yang baik secara internal di lingkungan Badan Pendapatan
Daerah Kota Denpasar, dapat berimbas ke lingkungan eksternal di luar Badan

Pendapatan Daerah Kota Denpasar maupun kepada masyarakat Kota Denpasar,
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sehingga masyarakat Kota Denpasar dapat menerima pelayanan prima yang diberikan
oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

Dengan demikian, terjalinnya komunikasi yang baik dan optimal baik secara
internal maupun eksternal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, faktor-
faktor yang menghambat terlaksananya implementasi e-Government dalam proses
pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan pembayaran pajak secara online
pada Pemerintah Kota Denpasar dapat segera dicarikan solusinya.

2. Resources (sumber daya).

Resources (sumber daya) juga merupakan faktor penting dalam
mengimplementasikan kebijakan dalam pelaksanaan E-Government. Sumber daya
yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar baik berupa sumber
daya manusia (pegawai), sarana dan prasarana pendukung operasional pelaksanaan E-
Government, serta pembiayaan dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi
e-Government.

Resources (sumber daya) yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar baik berupa sumber daya manusia (pegawai), sarana dan prasarana
pendukung operasional pelaksanaan E-Government, serta pembiayaan sudah
memadai baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan pembiayaan
pada pelaksanaan implementasi E-Government secara online ini ditetapkan dalam
APBD Pemerintah Kota Denpasar pada DPA Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar setiap tahunnya. Yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari Kepala
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, walaupun sumber daya manusia (pegawai)
baik dari segi kualitas maupun kuantitas sudah memadai. Perlu adanya peningkatan
kapasitas/penguasaan berkaitan dengan E-Government secara online, karena tidak
semua pegawai mengetahui mekanisme pelaksanaan E-Government secara online ini.
Selama ini hanya staf di bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan
Pendapatan Daerah Kota Denpasar saja yang menguasai mekanisme pelaksanaan E-

Government secara online.
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Secara bertahap diharapkan diadakan peningkatan kapasitas baik berupa
penyegaran dengan pendidikan dan pelatihan baik dilaksanakan secara internal
melalui on the job training di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar maupun
pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara eksternal yang dilakukan baik
oleh Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, maupun instansi terkait yang
berkaitan dengan peningkatan kapasitas ini.

Dengan semua pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar menguasai
mekanismenya, diharapkan pelayanan prima dapat diwujudkan dengan lebih baik
lagi.

3. Dispositions (disposisi).

Disposisi/sikap pegawai dalam pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi
penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Terlaksananya implementasi
kebijakan yang efektif, maka pelaksana harus mengetahui apa yang harus
dilaksanakan dan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Dalam pelaksanaan implementasi pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak secara
online, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar beserta jajarannya, harus
mengacu kepada peraturan yang berlaku serta juga menerapkan SOP yang telah
dibuat dan ditetapkan serta harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh jajaran Badan
Pendapatan Daerah Kota Denpasar, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan
yang teratur, tertib, aman, cepat, dan mudah.

Dengan semua unsur bahu membahu pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar mulai dari unsur pimpinan sampai staf bawahan menguasai mekanisme
pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak secara online diharapkan hal tersebut
berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku. Apabila ada
masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan memohon bantuan karena
ketidaktahuannya maupun karena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan
masyarakat, dapat segera bisa ditangani, karena semua pegawai memahami dan
mengetahui mekanisme pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak secara online
tersebut.
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4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi).

Birokrasi merupakan sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara

formal, di mana sistem pelaksanaan kerjanya berpegang pada hirarki dan jabatan
yang berisi wewenang dan tanggung jawab, serta setiap unit/satuan kerja saling
berpengaruh dan menentukan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan
organisasi.
Birokrasi sebenarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem pembagian
kerja melalui spesialisasi kerja yang jelas. Pengembang birokrasi dilakukan baik
secara vertikal (hirarkis) ataupun secara horizontal dalam organisasi. Birokrasi juga
harus memiliki aturan yang jelas yang mengatur hubungan kerja secara impersonal.

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai OPD teknis yang
melaksanakan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam
menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Denpasar, sehingga tugas-tugas Pemerintah Daerah Kota
Denpasar telah dibagi habis sesuai dengan struktur organisasi yang ada yang
dilaksanakan oleh OPD teknis yang membidanginya.

Dalam pelaksanaan sistem online pajak daerah dilaksanakan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kota Denpasar, yang semakin tahun dalam memberikan
pelayanan khususnya dalam pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak secara online
semakin baik dan penggunaan sistem online oleh wajib pajak semakin meningkat dari
tahun ke tahunnya.

Dengan demikian dari paparan di atas, penghambat implementasi e-
Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan
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pembayaran Pajak Hotel secara online pada Pemerintah Kota Denpasar dipengaruhi
baik dari internal Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar maupun berasal dari
eksternal di luar Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yaitu masyarakat Kota
Denpasar selaku wajib pajak, maupun instansi lain penyedia jasa layanan penunjang
pelaksanaan pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak secara online.

Faktor-faktor penghambat implementasi e-Government dalam proses
pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan pembayaran pajak secara online
pada Pemerintah Kota Denpasar meliputi : sumber daya manusia, sosialisasi,

pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, serta jaringan internet.

D. PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan mengenai implementasi
e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan
pembayaran pajak Hotel di Kota Denpasar, maka dapat ditarik simpulan sebagai
berikut  Implementasi kebijakan e-Government dalam proses pelaporan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pembayaran Pajak Hotel mengalami
peningkatan namun belum secara maksimal sesuai dengan capaian target dari
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Pembayaran Pajak dan
Pelaporan Pajak Hotel secara online tertuang didalam Peraturan Walikota Denpasar
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Online.

Faktor-faktor penghambat implementasi e-Government dalam proses
pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pembayaran pajak secara
online pada Pemerintah Kota Denpasar sesuai Model Teori Implementasi Marilee S.
Grindle dalam indikator Isi Kebijakan, meliputi: a) Sumber daya manusia. Dengan
peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai, sehingga diharapkan operasionalisasi
tugas dan tanggung jawab pada organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sistem online pajak daerah, tidak semua pegawai
menguasainya baik secara teori maupun operasionalisasinya, b) Sosialisasi.
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Sosialisasi sistem online pajak daerah kepada wajib pajak belum secara maksimal dan
berkelanjutan dilaksanakan. Karena semakin berkembangnya usaha jasa pariwisata
yang bertumbuh di Kota Denpasar, maka diperlukan sosialisasi yang lebih maksimal
dan berkelanjutan guna mensukseskan pelaksanaan sistem online pajak daerah ini,
Sedangkan Faktor penghambat dalam indikator Lingkungan Kebijakan
Meliputi: a). Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak dalam
penerapan sistem online pajak daerah perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, tetapi
berkaitan dengan usia yang sudah lanjut maupun penguasaan teknologi informasi dan
komunikasi yang kurang bahkan tidak menguasai memang menjadi kendala. Dan juga
kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam pelaporan perpajakan secara
online masih ada saja yang belum melaksanakannya dan memenuhi kewajibannya, b)
Jaringan internet. Terdapat wajib pajak yang merasakan jaringan internet yang
bermasalah. Terutama saat akhir-akhir batas pelaporan. Karena pada saat yang
bersamaan banyak wajib pajak lain juga melakukan hal yang sama yang
mengakibatkan server yang drop disebabkan koneksi jaringan internet karena terlalu

banyak yang mengakses.

Saran

Berdasarkan pembahasan pada simpulan didepan, ada beberapa saran yang
diampaikan yaitu sebagai berikut Kepada Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan
Pendapatan Daerah Kota Denpasar disarankan, sudah tepat melaksanakan kebijakan
berkaitan dengan sistem online Pajak Daerah di era digital ini. Guna memberikan
efek jera kepada wajib pajak yang tidak kooperatif dalam penerapan sistem online
pelaporan dan pembayaran pajaknya, perlu penegakan hukum dan penerapan sanksi
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memberikan pendidikan maupun pelatihan
kepada seluruh staf/pegawai, supaya menguasai sistem online pajak daerah, baik

secara teori maupun operasionalisasinya. Kepada masyarakat sebagai wajib pajak,
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agar meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kewajibannya untuk membayar
pajak dan melaporkan pajaknya secara online, sehingga terbangun sinergitas antara

Pemerintah dan Masyarakat dalam mewujudkan sistem perpajakan secara online.
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